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BAB II 

PERKAWINAN DAN ‘URF DALAM HUKUM ISLAM 

A. Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan  

Kata kawin atau nikah berasal dari bahasa Arab yaitu  ُالنِكَاح dan  

yang secara bahasa mempunyai arti ,اَلزَوَاجُ  (setubuh, senggama) الوَطْاءُ 
1
 

dan dan الضَّمُّ    (berkumpul) الجَمْعُ 
2
. Secara hakiki, kawin diartikan juga 

dengan bersetubuh atau bersenggama, sedangkan secara majazi/kiasan 

bermakna akad.
3
 Pendapat lain mengatakan bahwa nikah berarti akad, 

sedangkan pengertian hubungan badan hanya merupakan metafora saja.
4
 

Para ahli hukum memberi beragam pengertian atau definisi 

perkawinan.Perbedaan itu tidaklah menunjukkan pertentangan yang 

tajam, namun hanya perbedaan sudut pandang. Perbedaan itu lebih 

memperlihatkan keinginan para perumus mengenai banyaknya jumlah 

unsur-unsur yang hendak dimasukkan di satu pihak, sedang di lain pihak 

dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian 

perkawinan.
5
  

                                                           
1
Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwi>r,: kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka 

Progessif, 1997), 1461. 
2
 Ima>m Taqiyudi>n Abi> Bakr Bin Muh}ammad al-H}usainy, Kif>ayah al-Akhya>r; Fi> h}alli Gha>yah al- 

Ikhti>s}ar, Juz II,( Surabaya: Da>r al-‘Ilm, tt), 31. 
3
 Wahbah Zuh}aily, Al-Fiqh al-Isla>m Wa Adillatuhu>, Juz 9,( Damaskus: Dar El-Fikr, 1997), 6513. 

4
 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita; Edisi Lengkap, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 

1998), 396. 
5
 Abd. Shomad, Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam, (Jakarta: 

Kencana, 2010), 273.  
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Ulama’ Hanafiyah, mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang 

berfaidah untuk memiliki mut’ah/kesenangan dengan sengaja. Maksudnya 

adalah seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota 

badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasaan.
6
 

Ulama’ Syafi’iyyah, mengatakan bahwa perkawinan adalah akad 

yang mengandung lafad atau menggunakan lafal  yang  اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيْجٍ 

mempunyai makna senada dengan kedua lafal tersebut. Esensi dari 

pengertian ini adalah dengan adanya pernikahan seseorang dapat memiliki 

atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
7
 

 Ulama Malikiyyah, perkawinan adalah akad perjanjian untuk 

menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram. 

Sedangkan ulama’ Hanabilah, mendefinisikan nikah sebagai akad dengan 

menggunakan lafad  ٍاِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيْج untuk mendapatkan kepuasan, 

maksudnya adalah seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari 

seorang perempuan atau sebaliknya.
8
 

 Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat 

atau mi>saqan galiz{an dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria 

dan wanita untuk menaati perintah Allah dan siapa yang 

melaksanakannya adalah merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.
9
 

                                                           
6
 Muh}ammad Abu> Zahrah, Al- Ah}wa>l al-Syakhs}iyyah, (Beirut: Da>r al-Fikr al-‘Araby, 1957), 17. 

7
‘Abdurrah}man Bin ‘Awad} al- jazi>}riy, Al Fiqh ‘Ala Al-Maza>hib Al-Arba’ah, Juz 4 (Kairo: Da>r al-

Fikr al-‘Araby, 1957), 17. 
8
 Ibid., 9. 

9
 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Buku Aksara, 1996), 14. 
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 Hasbi Al-Shiddiqiey memberikan pengertian kawin adalah akad 

yang memberikan faidah hukum kebolehan melakukan hubungan keluarga 

(suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong 

dan memberikan batasan bagi pemiliknya serta peraturan bagi masing-

masing.
10

 

 Pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Bab 1 pasal 1 telah 

disebutkan bahwa: ‚Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa‛. Dengan demikian perkawinan adalah suatu 

akad yang secara keseluruhan aspeknya terkandung dalam kata nikah atau 

tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.
11

 

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu. tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12

 

Mengenai hukum asal pernikahan, para ulama berbeda pendapat, 

sesuai dengan penafisiran terhadap ayat tentang nikah. Diantara mereka, 

seperti Imam Abu Daud al-Dzahiri yang berpendapat bahwa nikah itu 

hukumnya wajib. Adapaun Imam syafi’i berpendapat bahwa nikah itu 

hukumnya mubah.
13

 

                                                           
10

 Hasbi Ash-Shidieqi, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 96.  
11

 H.M.A Tihami dan Sohari Saharani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: 

Rajawali pers, 2009), 8. 
12

 M. Idris Ramulyo,Hukum Perkawinan Islam…, 54-55. 
13

 Rahmat, Hukum Perkawinan, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 14. 
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Terlepas dari silang pendapat para Imam tentang hukum 

perkawinan, hukum perkawinan dapat berubah sesuai dengan kondisi dan 

situasi, juga berpulang pada hukum yang lima (ahkamul khamsah), yaitu 

wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. 

Jadi, jika andai kata ada lima orang dihadapkan pada perkawinan, 

belum tentu mereka menghukuminya dengan hukum yang sama. Hal ini 

tergantung pada bagaimana kondisi orang-orang tersebut, sebagaiamana 

dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya al-Fiqh al-Sunnah,
14

 

mengenai hukum-hukum nikah sebagai berikut: 

a. Wajib 

Bagi yang sudah mampu kawin, syahwatnya telah mendesak dan 

takut terjerumus dalam perzinaaan, maka wajiblah dia kawin. Karena 

menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak 

dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin.  

b. Sunnah 

Adapun bagi orang-orang yang nafsunya telah mendesak lagi 

mampu kawin, tetapi masih mampu menahan diri dari berbuat zina, 

maka sunnahlah dia kawin. 

c. Haram  

Bagi orang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan 

lahirnya kepada istri, serta nafsunya pun tidak mendesak, maka 

haramlah dia untuk kawin. 

                                                           
14

 Sayyid sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 6, (Bandung: Al-Ma’arif, 1996) 22-25. 
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d. Makruh  

Bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi 

belanja kepada isterinya, walaupun tidak merugikan isteri, karena ia 

kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. 

e. Mubah  

Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang segera 

mewajibkan dia kawin atau alasan-alasan yang mengharamkan untuk 

kawin, maka hukumnya mubah. 

2. Dasar Hukum Perkawinan 

 Islam sangat menganjurkan perkawinan. Banyak sekali ayat-ayat 

al-Quran dan hadist-hadist Nabi yang memberikan anjuran untuk kawin, 

di antaranya: 

a. Surat al-Rum ayat 21 

 

Artinya: ‚Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Allah 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, 

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.‛
15

 

 

 

 

                                                           
15

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), 

406. 
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b. Surat al-Nisa’ ayat 1 

 
Artinya: ‚Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu 

yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari 

padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada 

keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah 

yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling 

meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 

silaturrahim. Sesungguhnya Allah menjaga dan 

mengawasi kamu.‛
16

c. Surat al-Nahl ayat 72 

 
 

Artinya: ‚Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu 

sendiri dan menjadikan bagimu isteri-isteri kamu itu, 

anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi rezeki dari yang 

baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada 

yang batil dan mengingkari nikmat Allah?‛
17

 

 

d. Surat al-dzariyat ayat 49 

 
Artinya: ‚Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 

supaya kamu mengingat kebesaran Allah.‛ 
18

 

e. Surat Yasin ayat 36 

 

                                                           
16

 Ibid., 77. 
17

 Ibid., 274. 
18

 Ibid., 522. 
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Artinya: ‚Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-

pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan 

oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang 

tidak mereka ketahui.‛
19

 

f. Dalil nash hadis| tentang Perkawinan 

 

 

Artinya: Wahai para pemuda,siapa yang sanggup (dapat) memikul 

beban perkawinan, maka hendaklah kawin, dan siapa 

yang tidak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan 

diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa.
20

 

3. Rukun dan Syarat Perkawinan 

 Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama 

yang menyangkut dengan sah tidaknya perbuatan tersebut dari segi 

hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa 

keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Rukun adalah sesuatu 

yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang 

mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya 

dan tidak merupakan unsurnya. 
21

 

Ulama berbeda pendapat tentang rukun nikah, Imam Malik 

mengatakan bahwa rukun nikah ada lima macam yaitu wali dari pihak 

perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon 

pengantin perempuan dan s}ighat akad nikah. Sedangkan Imam Syafi’I 

mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu calon pengantin 

                                                           
19

 Ibid., 442. 
20

Muhammad Fuad Abdul B>a>qy, Al-Lu'lu' Wal Marja>n, Salim Bahreisy, jilid I,(Surabaya: 

PT.BINA ILMU, 1996), 477. 
21

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009),59. 
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laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan s}ighat 

akad nikah. Sedangkan menurut ulama hanafiyah rukun nikah itu hanya 

ijab dan qabul saja.
22

 

 Selanjutnya secara garis besar syarat-syarat sahnya perkawinan itu 

ada dua:
23

 

a. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang 

ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya bukan orang yang 

haram untuk dikawini, baik karena haram dikawini untuk sementara 

maupun untuk selama-lamanya. 

b. Akad nikahnya dihadiri para saksi. 

  Secara rinci, syarat-syarat tiap rukun adalah sebagai berikut: 

1. Syarat-syarat kedua mempelai 

a. Syarat pengantin laki-laki
24

 

1) Islam 

2) Terang (jelas) bahwa calon suami betul laki-laki 

3) Orangnya diketahui dan tertentu 

4) Tidak ada halangan dengan calon isteri 

5) Kenal pada calon isteri serta tahu calon isterinya halal 

baginya 

6) Tidak ada paksaan 

7) Tidak sedang ihram 

8) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon 

isteri 

9) Tidak sedang mempunyai isteri empat 

 

b. Syarat calon pengantin perempuan
25

 

1) Beragama Islam atau ahli kitab 

                                                           
22

 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat…, 47-48. 
23

 Abu> Zahrah, Ahwal al-Syakhs{iyyah..., 52. 
24

 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat...,47. 
25

 Ibid., 52. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28 
 

 

2) Terang bahwa ia wanita, bukan khuns}a; 

3) Wanita itu tentu orangnya 

4) Halal bagi calon suami 

5) Tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa ‘iddah 

6) Tidak dipaksa 

7) Tidak dalam keadaan ihram. 

 

2. Syarat Ijab Kabul
26

 

a. Dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan Kabul 

b. Materi dari ijab Kabul tidak boleh berbeda 

c. Ijab dan Kabul diucapkan secara bersambungan tanpa terputus 

d. Ijab dan Kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan 

yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan 

e. Menggunkan lafal yang jelas 

3.  Syarat wali
27

 

a. Islam 

b. Balig 

c. Berakal 

d. Merdeka 

e. Laki-laki 

f. Adil 

4. Syarat saksi
28

 

a. Berakal 

b. Balig, bukan anak-anak 

                                                           
26

 Ibid., 55. 
27

 Imam Taqiyudin Abi> Bakr Bin Muh}ammad al-Husainy, Kifa>yah al Akhya>r; Fi> h}alli Gha>yah al-
Ikhtis}>ar,Juz II…,41. 
28

 Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Cet II, (Jakarta: Grafindo Persada,2010), 12. 
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c. Merdeka, bukan budak 

d. Islam 

e. Kedua orang saksi itu mendengar 

4. Asas dan Prinsip Perkawinan 

Di dalam agama Islam ada beberapa prinsip perkawinan, Kerelaan 

dan persetujuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak 

yang hendak melaksanakan perkawinan ialah ‚ikhtiya>r‛ (tidak ada 

paksaan) pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan 

kata-kata kerelaan calon isteri dan suami atau persetujuan mereka. Prinsip 

hakiki dari suatu perkawinan adalah adanya kerelaan dari kedua calon 

suami isteri. 

Perkawinan mempunyai tujuan antara lain untuk dapat 

berketurunan dan untuk ketenangan, ketentraman, cinta dan kasih sayang, 

kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan 

adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah 

prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati 

sebelumnya dari orang-orang yang bersangkutan.
29

  

Adapun asas-asas dan prinsip perkawinan dalam Islam ialah : 

a. Asas Personalitas KeIslaman 

Asas Personalitas KeIslaman merupakan salah satu asas hukum 

perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan 

                                                           
29

 Wahbah al-Zuhayli, al-fiqh al-Islami wa Adillatuh…, 50. 
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bahwa ‚Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
30

 

Rumusan tersebut berarti bahwa perkawinan yang dilakukan tidak 

berdasarkan hukum agamanya yang dipeluk oleh orang yang 

melakukan perkawinan itu tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 

1945. Jadi, menurut Hazairin, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan 

untuk melakukan perkawinan dengan melanggar ‚hukum agamanya 

sendiri‛. Demikian juga pemeluk agama Katolik, Kristen, Protestan, 

Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu di Indonesia.
31

 

b. Asas Kesukarelaan 

Asas kesukarelaan, menurut Mohammad Daud Ali, tidak hanya 

harus terdapat pada kedua calon mempelai, namun juga harus terdapat 

pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai.
32

  

c. Asas Persetujuan 

Hukum perkawinan Islam sangat menghormati hak asasi manusia 

dalam hal perkawinan yang telah ditentukan sejak awal Islam, yaitu 

sekitar abad ke-7 Masehi. Asas persetujuan memegang peran yang 

sangat penting dalam perkawinan seseorang, baik laki-laki maupun 

perempuan.33 

 

                                                           
30

 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 
31

 Hazairin, Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor:1-1974, cet. 2,(Jakarta: Tintamas, 1986), 

2. 
32

 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia, ed.6, cet. 14, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2007), 139. 
33

 Neng Djubaidah, pencatatan perkawinan & perkawinan Tidak dicatat, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2010), 101. 
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d. Asas Kebebasan Memilih Pasangan 

Asas kebebasan memilih pasangan merupakan rangkaian dari asas 

persetujuan dan kesukarelaan. Bahwa setiap orang berhak untuk 

memilih pasangan perkawinannya secara bebas asalkan sesuai dengan 

syari’at Islam, yaitu tidak melanggar larangan perkawinan menurut 

Islam karena perkawinan adalah lembaga yang membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal, selain sebagai sendi pokok masyarakat dan 

bangsa.
34

 

e. Asas Kemitraan 

Asas kemitraan dalam hukum perkawinan Islam dapat dilihat dari: 

Pertama, subyek hukum atau yang berakad perkawinan. Kedua, dalam 

hal yamg diakadkan, ialah halalnya hubungan antara suami isteri 

secara timbal balik.
35

 

 Ketiga, dalam Hukum Islam, berdasarkan akad perkawinan dengan 

sigat ijab Kabul itu tidak berarti terjadinya penguasaa\n suami terhadap 

isteri atau sebalinya.
36

 

f. Asas Monogami Terbuka 

Pada asasnya perkawinan menurut Islam adalah monogami, namun 

dalam kondisi-kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami atau 

beristeri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang isteri.
37

 

 

                                                           
34

 Ibid., 102. 
35

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah…, 16. 
36

 Ahmad Ashar Basyir,Hukum Adat Bagi Umat Islam, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983), 26. 
37

 Neng Djubaidah, pencatatan perkawinan & perkawinan tidak di catat...,103. 
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g. Asas untuk Selama-lamanya 

Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk 

sementara waktu dan untuk sekedar bersenang-senang atau rekreasi 

semata.
38

 

5. Tujuan dan Hikmah perkawinan 

 Tujuan perkawinan pada umumnya tergantung pada masing-

masing individu yang akan melaksanakannya, karena lebih bersifat 

subyektif. Meskipun demikian ada tujuan umum yang memang diinginkan 

oleh semua orang yang akan melakukan perkawinan yaitu untuk 

memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

menjelaskan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal, sebagaimana dijelaskan pada pasal 1: 

‚Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

ketuhanan Yang Maha Esa.‛
39

 

 

 Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan ialah : 

yaitu akad yang sangat kuat atau mis|a>qa>n gali>z}an untuk mentaati 

perintah Allah dan melakasanakan merupakan ibadah.
40

 

Di samping tujuan umumnya, ada tujuan-tujuan lain di dalam 

pernikahan, yaitu:
41

 

                                                           
38

 Ibid., 105. 
39

 UU RI No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Wacana intelektual, 2007), 22. 
40

 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, (CV. Nuansa 

aulia, Bandung, Cet.1, 2008), (Bandung: Nuansa Aulia, 2003), 2. 
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a. Untuk penyaluran kebutuhan biologis 

b. Untuk reproduksi generasi 

c. Untuk membentuk masyarakat yang baik, karena rumah tangga yang 

baik sebagain fondasi masyarakat yang baik. 

 Bila akad nikah telah dilangsungkan, maka mempelai laki-laki dan 

perempuan keduanya telah berjanji dan bersedia akan membangun suatu 

rumah tangga yang damai  dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan 

sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, ke bukit sama 

mendaki, ke lereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sama 

kering, terapung sama hanyut, sehingga mereka menjadi satu keluarga. 

 Perkawinan itu mempunyai banyak hikmah, diantaranya adalah: 

a. Melestarikan keberlangsungan hidup manusia, perkawinan merupakan 

jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak yang mulia, 

memperbanyak keturunan dan dapat melestarikan kehidupan bumi. 

Agar bumi menjadi makmur maka dibutuhkan manusia, dibutuhkan 

adanya pemeliharaan keturunan dari jenis manusia agar penciptaan 

bumi tidak sia-sia, karena kemakmuran dunia tergantung pada 

manusia dan adanya manusia tergantung pada perkawinan.
42

 

b. Menentramkan kehidupan manusia, manusia tidak akan merasa 

tentram kecuali keadaan rumah tangganya teratur. Keteraturan dan 

                                                                                                                                                               
41

 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam,Cet 1  (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000), 15-17. 
42

 ‘Ali Ahmad Al-Jurja>wiy, Hikmah al-Tasyri’ Wa Falsafatuhu>, Juz II (Jeddah: Haramain, tt),7. 
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ketertiban ini tidak akan tercapai tanpa adanya perempuan yang 

mengatur rumah tangga.
43

 

c. Memelihara keturunan, perkawinan akan memelihara keturunan/ 

nasab seseorang. Adapun memelihara nasab ini mempunyai faidah 

diantaranya adalah terpeliharanya hak-hak waris.
44

 

d. Dengan perkawinan maka naluri keibuan dan kebapakan akan tumbuh 

dan menjadi sempurna. Perasaan santun dan kasih sayang akan 

bersemi dan mekar karenanya, sedang semua itu merupakan sifat-sifat 

utama. Dan tanpa adanya sifat-sifat tersebut maka sifat 

kemanusiaannya akan menjadi kosong dan hampa.
45

 

e. Pembagian tugas yang di satu pihak sesuai dengan keadaan rumah 

tangga, sedang di pihak lain sesuai dengan keadaan dan suasana luar, 

di samping menentukan tanggung jawab suami dan isteri itu mengenai 

pekerjaan masing-masing.
46

 

6. Larangan Perkawinan  

 Untuk sahnya suatu akad perkawinan, disyaratkan agar tidak ada 

larangan-larangan pada diri wanita tersebut untuk dikawini. Artinya, 

boleh dilakukan akad perkawinan terhadap wanita tersebut. Allah 

berfirman dalam surat Al-nisa’ ayat 22-23: 

 

                                                           
43

 Ibid., 8. 
44

 Ibid.,10. 
45

 Sayyid Sa>biq, Fiqh al-Sunnah...,109. 
46

 Ibid.,111. 
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Artinya; ‚Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah 

dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah 

lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan 

dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). 

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-

anakmu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu 

yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang 

perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-

saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang 

menyusukan kamu; saudara perempuan sepesusuan; ibu-

ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam 

pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, 

tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan 

sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu 

mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri 

anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan 

(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, 

kecuali yang telah terjadi pada masyarakat lampau; 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.‛
47

 

Dari ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa larangan 

perkawinan dengan seorang perempuan itu ada dua macam, pertama 

larangan mu’abbad, yaitu larangan untuk dikawini selamanya. Kedua, 

larangan mu’aqqat, yaitu larangan perkawinan dengan seorang perempuan 

selama perempuan tersebut dalam keadaan tertentu. Apabila keadaan itu 

                                                           
47

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya...,81. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

36 
 

 

berubah maka larangan itu tercabut dan perempuan itu menjadi halal 

untuk dikawini.
48

 

a. Tahri>m Mu’abbad 

Tahrim Mu’abbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan 

perkawinan selamanya. Golongan ini dibagi menjadi tiga kelompok, 

yaitu: 

1) Disebabkan oleh hubungan nasab
49

, yaitu: 

a) Ibu 

b) Anak perempuan  

c) Anak perempuan dari saudara laki-laki 

d)  Saudara perempuan 

e) Bibi dari pihak ayah  

f) Bibi dari pihak ibu  

g) Anak perempuan dari saudara perempuan 

  Tujuh orang yang disebutkan diatas dalam ayat Al-Quran 

dinyatakan dalam bentuk jamak. Dengan demikian, pengertiannya 

dapat dikembangkan secara vertikal maupun horisontal. Dengan 

pengembangan tersebut maka secara lengkap perempuan yang 

diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab 

adalah
50

: 

                                                           
48

 Sayyid Sa>biq, Fiqh al-Sunnah Juz I...,153. 
49

 Abu> Bakar Ja>bir Bin al-Jazairiy, Minha>j al-Muslim, (Kairo: Da>r al- Hadits, 2004), 348. 
50

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam...,111. 
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a) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus 

keatas. 

b) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan 

seterusnya menurut garis lurus ke bawah. 

c) Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu. 

d) Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, 

seayah, atau seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, 

dan seterusnya dalam garis lurus ke atas. 

e) Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, 

seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan 

seterusnya dalam garis lurus ke atas. 

f) Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu saudara 

laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis 

lurus ke bawah. 

g) Anak saudara perempuan kandung, seayah atau seibu; cucu saudara 

kandung, seayah atau seibu; dan seterusnya dalam garis lurus ke 

bawah. 

2) Karena ada hubungan mus}a>harah 

mus}a>harah adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan 

perempuan yang dengan itu menyebabkan dilarangnya suatu 
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perkawinan.
51

 Perempuan yang haram dikawini sebab adanya 

hubungan perkawinan
52

 yaitu: 

a) Ibu isteri (mertua), nenek dari pihak ibu atau ayah si isteri dan 

ke atas, sebagaimana firman Allah: 

Haramnya mereka ini tidak disyaratkan adanya persetubuhan 

atau tidak, tetapi semata-mata karena telah terjadi perkawinan 

saja. 

b) Anak tiri perempuan yang ibunya sudah digaulinya 

Termasuk dalam pengertian ini anak perempuan dari anak 

perempuan tiri, cucu perempuan, dan terus ke bawah, 

berdasarkan firman Allah:   

 
Kalimat yang berbunyi ‚yang ada dalam peliharaanmu‛, 

semata-mata menunjukkan kelaziman (lazimnya anak tiri itu 

tinggal bersama-sama ibunya di rumah suami ibunya itu),dan 

semua mazhab juga sepakat bahwa seseorang haram mengawini 

anak perempuan dari wanita yang melakukan akad dengan dan 

telah dicampuri olehnya. 

c) Isteri anak kandung, isteri cucu, baik laki-laki maupun 

perempuan dan seterusnya, sebagaimana firman Allah: 

                                                           
51

  Muhamamd Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, Buku II, (Jakarta: Barsie Press, 1994),32. 
52

 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab...,33. 
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d) Ibu tiri, seorang laki-laki haram mengawini janda ayahnya. 

Haramnya itu adalah semata karena adanya akad, meskipun si 

ayah belum pernah menyetubuhinya.
53

 

 

Artinya: ‚Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah 

dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang 

telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji 

dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang 

ditempuh).‛  

3) Karena ada hubungan susuan 

 Setiap wanita yang haram dikawini karena hubungan 

nasab, haram pula dikawini karena hubungan persusuan. Jadi, 

wanita manapun yang telah menjadi ibu atau anak perempuan, 

saudara perempuan atau bibi (baik dari pihak bapak atau ibu), atau 

telah menjadi keponakan (dari saudara sesusuan laki-laki atau 

perempuan) karena persusuan, disepakati sebagai wanita-wanita 

yang haram dikawini.
54

 Mereka adalah sebagai berikut:
55

 

a) Ibu susuan, termasuk dalam kategori ibu susuan itu adalah ibu 

yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang 

melahirkan ibu susuan, dan seterusnya dalam garis lurus ke 

                                                           
53

 Sayyid Sa>biq, Fiqh Sunnah...,156. 
54

 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab..., 48. 
55

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...,120-121. 
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atas. Yaitu yang menyusukan ibu, yang menyusukan nenek 

dan seterusnya ke atas, yang melahirkan ayah susuan, yang 

menyusukan ayah susuan, dan seterusnya ke atas melalui 

hubungan nasab susuan. 

b) Anak susuan, termasuk dalam anak susuan itu ialah anak yang 

disusukan isteri, anak yang disusukan anak perempuan, anak 

yang disusukan isteri anak laki-laki, dan seterusnya dalam 

garis lurus ke bawah. 

c) Saudara sesusuan, termasuk dalam saudara sesusuan itu ialah 

yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang 

dilahirkan isteri ayah susuan, anak yang disusukan isteri ayah 

susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan isteri dari ayah. 

d) Paman susuan, yang termasuk paman susuan itu ialah saudara 

dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan. 

e) Bibi susuan, termasuk dari arti bibi susuan itu ialah saudara 

dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan. 

f) Anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan, termasuk 

dalam arti anak saudara ini adalah anak dari saudara sesusuan, 

cucu dari saudara sesusuan, dan seterusnya ke bawah. Orang-

orang yang disusukan oleh saudara sesusuan, yang disusukan 

oleh anak saudara sesusuan. Selanjutnya anak yang disusukan 

oleh saudara perempuan, yang disusukan oleh isteri saudara 
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laki-laki, dan seterusnya garis lurus ke bawah dalam hubungan 

nasab dan susuan. 

b. Tahri>m Mu’aqqat 

Larangan kawin yang bersifat sementara yaitu disebabkan oleh 

suatu sebab yang apabila sebab tersebut sudah berakhir atau tidak ada 

maka gugurlah keharaman.
56

 Wanita yang haram di kawini untuk 

sementara waktu diantaranya adalah: 

1) Wanita yang bersuami (muhs}anah) sehingga diceraikan oleh 

suaminya dan ia telah menyelesaikan masa ‘iddahnya.57
 

Sebagaiman firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 24 

 

Artinya: ‚dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang 

bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.‛ 

 

2) Memadu dua orang saudara dalam satu masa 

Mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam satu 

perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Nisa>’ ayat 

23: 

 
Artinya: ‚dan untuk mengumpulkan dua bersaudara kecuali telah 

berlalu‛.
58

\ 

 

 Selaian ayat di atas terdapat hadits Nabi yang menjelaskan 

larangan mengumpulkan dua saudara dan juga mengumpulkan 

                                                           
56

 Muhammad Abu> Zahrah, Al- Ah}wa>l asy-Syahs}iyyah...,94. 
57

 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidiyah,Fiqih Wanita...,415. 
58

 Depag RI, Al-Quran Terjemah...,81. 
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seorang wanita dengan bibinya baik dari pihak ayah maupun 

pihak ibu.
59

 

Artinya: ‚dari Abi> Hurairah berkata dari Nabi SAW bersabda: 

janganlah kamu mengumpulkan seorang wanita dengan 

bibi dari ayahnya atau dengan bibi dari ibu.‛
60

 

 

3) Poligami di luar batas  

Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh 

membolehkan poligami. Seorang laki-laki dalam perkawinan 

poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak 

boleh lebih dari itu, kecuali bila salah seorang dari isterinya 

yang berempat itu telah diceraikannya dan habis pula masa 

‘iddahnya. Dengan begitu perempuan kelima itu haram 

dikawininya dalam masa tertentu, yaitu selama salah seorang si 

antara isterinya yang empat itu belum diceraikannya.
61

 

Pembatasan ini didasarkan pada hadist Nabi: 

Artinya: ‚Sesungguhnya Gailan Ibnu Salamah masuk Islam dan 

ia mempunya 10 orang isteri. Mereka bersama-sama 

dia masuk Islam, maka Nabi memereintahkan 

kepadanya agar memilih empat orang saja diantara 

mereka (dan menceraikan yang lainnya).‛
62

 

 

                                                           
59

 Imam Muhammad Bin Idris al- Syafi’iy, Al-Umm, Juz 6 (Kairo: Da>r al-Wafa>,tt), 10-11. 
60

 Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Ma>jah,(Beirut: Dar> al-Fikr,2004),605. 
61

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...,125-126. 
62

 Tirmizi, Ja>mi’ al-Tirmizi, Juz III (Mesir: Mustafa Al-Babiyyilhalbi, 1968), 435. 
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4) Perempuan yang sedang dalam masa ‘iddah baik karena 

bercerai maupun karena ditinggal mati suaminya. Juga 

diharamkan untuk melamarnya tetapi tidak ada larangan untuk 

menyatakan dengan sindiran, sebagaimana dijelaskan dalam 

surat al-Baqarah ayat 235: 

 

Artinya: ‚Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-

wanita itu dengan sindiran atau kamu 

Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) 

dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan 

menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah 

kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara 

rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada 

mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu 

ber’azam (bertetap pagi) untuk beraqad nikah, 

sebelum habis ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya 

Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka 

takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
63

 

 

5) Larangan karena talak tiga  

 Seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan 

tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram 

mengawininya sampai mantan istri itu kawin dengan laki-laki 

lain dan habis pula ‘iddahnya. Hal ini dinyatakan Allah dalam 

surat al-Baqarah ayat 230: 

                                                           
63

 Depag RI, Al-Quran Terjemah...,38. 
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        Artinya: ‚Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak 

yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal 

baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain 

kemudian jika suami lain itu menceraikannya, maka 

tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama 

dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya 

berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum 

Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya 

kepada kaum yang (mau) mengetahui.
64

  

 

6) Larangan karena Ihram 

 Perempuan yang sedang melakukan ihram, baik ihram 

umrah maupun ihram haji, sebagaimana dijelaskan dalam hadits 

nabi: 

Artinya: ‚Dari ‘Usman ibn ‘Affan bahwa Rasulullah SAW 

bersabda: ‚Orang yang ihram tidak boleh menikah, 

tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula 

meminang.‛
65

 

 

7)  Larangan karena Perzinaan  

Istilah zina atau perzinaan dalam pandangan Islam 

adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki dan 

perempuan di luar nikah, baik masing-masing sedang terikat 

dalam tali perkawinan dengan yang lain atau tidak.
66

 Larangan 
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65

 Al-Imam Muslim Ibn al-Hajjaji,S}ahih Muslim, Juz V, (Kairo: Da>r Kutub al-Ilmiyyah),37. 
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kawin ini didasarkan pada firman Allah dalam Surat Al-Nu>r 

ayat 3: 

 
Artinya: ‚Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan 

perempuan yang berzina, atau perempuan yang 

musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini 

melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki 

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas 

orang-orang yang mukmin.‛
67

 

 

8) Larangan menikahi wanita musyrik yaitu yang percaya kepada 

banyak tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah. 

Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 221:  

 
Artinya: ‚Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita 

musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya 

wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 

musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Dan 

janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik 

(dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka 

beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebik 

baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik 

hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah 

mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. 

Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-

perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 

mengambil pelajaran.‛
68
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  Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya...,.350. 
68
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B. Al-‘Urf/ Tradisi 

1. Pengertian Al-‘Urf  

Dalam disiplin ilmu Ushul Fiqh, Pengertian adat (al-‘adah) dan ‘Urf  

mempunyai peranan yang cukup signifikan. Keduanya berasal dari bahasa 

Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata ‚urf 

berasal dari kata ‘araf yang mempunyai devirasi kata al-ma’ruf yang 

berarti sesuatu yang dikenal/diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari 

kata ‘ad yang mempunyai devirasi kata al-‘adah yang berarti sesuatu yang 

diulang kebiasaan.
69

 

Arti ‘urf secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, 

atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi 

untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, 

‘urf ini sering disebut sebagai adat.
70

 

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf ‘urf adalah apa yang dikenal oleh 

manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-

pantangan, dan disebut juga adat.
71

 

Musthafa Ahmad al-Zarqa (guru besar Fiqih Islam di Universitas 

‘Amman, Jordania), mengatakan bahwa ‘urf merupakan bagian dari adat, 

karena adat lebih umum dari ‘urf. Suatu ‘urf, menurutnya harus berlaku 

pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau 

kelompok tertentu dan ‘urf bukanlah kebiasaan alami sebagiamana yang 

                                                           
69

 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 363. 
70

 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128. 
71

 Abdul Wahab Al-Khalaf, Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117. 
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berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan 

pengalaman. Yang dibahas para Ulama ushul Fiqih, dalam kaitannya 

dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ dan ‘urf  bukan 

adat.
72

  

2. Pembagian al-‘Urf  

Para ulama ushul fiqih membagi ‘urf menjadi tiga macam: 

a. Dari segi objeknya, ‘urf  dibagi kepada
73

: 

1). Al- ‘urf al-lafdzi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), adalah 

kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan 

tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna 

ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran 

masyarakat. Misalnya; kata daging yang berarti daging sapi; 

padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. 

2). Al-‘urf al-‘amali, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan 

dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang 

dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam 

masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan 

kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat dalam 

memakai pakaian tertentu dalam acara khusus. 
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 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) 138-139. 
73

 A. Syafi’I Karim, Fiqih Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 85. 
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b. Dari segi cakupannya, ‘urf dibagi kepada
74

: 

1). Al- ‘Ufr al-‘A>m Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku 

bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. 

Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga 

tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh 

dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian 

membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan 

harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah 

air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi 

waktunya saja.  

2) Al-‘Urf al-khas} Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus 

pada suatu masyarakat tertentun, atau wilayah tertentu saja. 

Mislanya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebuk kalimat ‚satu 

tumbuk tanah‛ untuk menunujukan satu pengertian laus tanah 10 x 

10 meter. Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang 

menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, 

meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.  

c. Dari segi kebahasaannya, al-‘urf dapat pula dibagi menjadi dua 

bagian yaitu sebagai berikut
75

:  

1). Al-‘Urf  Al- S}ahi>h (‘Urf yang absah),Yaitu adat kebiasaan 

masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-

aturan hukum Islam. Dengan kata lain, ‘urf  yang tidak 
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 Satria Effendi, Ushul Fiqh,( Jakarta: Kencana,2005), 54. 
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mengubah ketentuan haram menjadi halal, atau sebaliknya, 

mengubah halal menjadi haram. Misalnya kebiasaan yang 

terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah atau hantaran yang 

diberikan kepada pihak wanita ketika pinangan tidak 

dikembalikan kepada pihak laki-laki jika peminanga dibatalakan 

oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan 

peminangan adalah pihak wanita, maka hantaran yang diberikan 

kepada wanita yang dipinang dua kali lipat jumlahnya kepada 

pihak laki-laki yang meminang.  

2). Al-‘Urf al-Fa>sid (‘Urf yang rusak/salah), Yaitu adat kebiasaan 

masyarakat yang bertentangan dengan ketentauan dalili-dalil 

syara’. Maka adat kebiasaan yang salah adalah mengahalalkan 

hal-hal yang haram atau mengharamkan yang halal. Misalkan, 

kebiasaan berciuman antara laki-laki- dan wanita yang bukan 

mahram dalam acara pertemuan pesta.  

Para ulama’ sepakat bahwa al-‘urf al-fas}id tidak dapat menjadi 

landasan hukum dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena 

itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum 

Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara ma’ru>f, 

diupayakan mengubah adat kebiasaan yang betentangan ketentuan ajaran 

Islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai 

dengan syariat Islam. 
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3. Kedudukan  al-‘Urf  sebagai dalil syara’  

Pada dasarnya, semua ulama menyepakat kedudukan al-‘urf al-

s}ahih sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi diantara mereka terdapat 

perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaan sebagia dalil. Dalam 

hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak 

menggunakan al-‘urf  sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama 

Syafi’iyyah dan Hanabilah.
76

 

Adapun kehujjahan ‘ufr sebagai dalil syara’, didasarkan atas 

argumen-agumen berikut ini.  

a. Firman Allah SWT pada Surat al-A’ra>f ayat 199:  

  

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang 

mngerjakan ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang 

yang bodoh.
77

 

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin 

untuk mengerjakan yang ma’ru>f . sedangkan yang disebut sebagai 

ma’ru>f  itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagia 

kebaikan, dikerjakan ulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak 

manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran 

Islam. 
78

 

b. Ucapan Sahabat Rasulullah Saw: Abdullah bin Mas’ud ra.: 
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77
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‚Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adlah baik di sisi Allah 

dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah‛.
79

 

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas baik dari segi redaksi 

maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik 

yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan 

tuntunan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang 

baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan 

kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan 

kesuliatan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.
80

  

Bedasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘urf di atas sebagai dalil 

hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah 

merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al-‘urf  antara lain, 

berbunyi : 

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.
81

 

Semua ketentuan syara’ yang besifat mutlak, dan tidak ada 

pembatasan di dalamnya bahkan juga tidak ada pembatasan dari 

segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada 

‘urf.82
 

Kedudukan ‘urf shahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid di 

dalm menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam 

memutuskan perkara, karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan 
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oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi maslahah 

yang diperlukannya selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan 

syariat, haruslah dipeliharanya.
83
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